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Pelaksanaan REDD+ didominasi oleh beberapa perdebatan terutama mengenai kesetaraan pada distribusi
manfaat, risiko, dan biaya pelaksanaan REDD+. Perancangan benefit sharing yang tidak dilakukan secara
tepat dapat mengurangi legitimasi pelaksanaan serta dukungan terhadap REDD+. Penelitian ini bermaksud
untuk mengidentifikasi celah antarateori dengan praktik terhadap salah satu unsur esensial pada benefit
sharing, yakni penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual, penelitian ini menelusuri rasionalisasi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 serta rancangan Benefit
Sharing Plan Kalimantan Timur. Penelitian ini menuai hasil dimana dalam peraturan dan rancangan
dokumen tersebut terdapat teori-teori yang telah diadopsi. Namun pada akhirnya tetap diperlukan
pertimbangan atas teori kompensasi biaya untuk memastikan para pelaksana REDD+ dapat memperoleh
kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan REDD+. Penelitian ini menyarankan agar hal ini
diakomodir melalui penetapan kriteria penerima manfaat secararigid dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017. Selain itu, kriteria yang ditentukan sebaiknya
mempertimbangkan tujuan konsep benefit sharing secara utuh. Hal ini penting agar kriteria yang ditetapkan
dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para penerima manfaat.

...... Concern over equitable distribution of, namely, benefit, risks and costs of REDD+ dominates current
debates. The validity of REDD+ and support for its implementation might be affected if not structured
appropriately. This study addresses the gap between theory and practice by emphasizing one of the main
concerns regarding equitable benefit sharing, particularly, beneficiaries. By conducting normative judicial
research with conceptual approach, this study reviews rationales that have been put forward to justify
beneficiaries on Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017 and Kalimantan Timur’s Benefit
Sharing Plan Draft. The result on this study indicates that both regulations and documents have adopted
variety of rationale of theories. However, the cost compensation rationale must be considered to ensure that
REDD+ implementers can recoup their implementation expenses. This study suggests for thisissue to be
accommodated through a concrete beneficiary criteriain Minister of Environment and Forestry No. 70 year
2017. In addition, the specified criteria should consider the objective of benefit sharing concept. Thisis
crucial so that the established criteria can accommodate the values &&of justice, certainty and utility for the
beneficiaries.
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